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ABSTRAKSI 

Penyitaan dan korupsi seperti dua sisi mata uang, dimana ada tindak pidana korupsi 

selalu ada penyitaan aset, namun penyitaan tersebut haruslah terbatas pada aset 

yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, tidak boleh melakukan penyitaan 

terhadap aset yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tindak pidana korupsi 

tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui asset-aset apa saja 

yang dapat disita dalam tindak pidana korupsi dan mengetahui apakah penyitaan 

aset yang dilaksanakan oleh Penyidik terhadap tindak pidana korupsi sudah sesuai 

dengan aturan hokum serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk 

mengembalikan aset tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

penelitian hukum normatife atau doctrinal dengan menggunakan pendekatan 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa harta benda yang tidak merupakan 

hasil maupun instrument tindak pidana korupsi tidak dapat disita kecuali terpidana 

tidak membayarkan uang pengganti dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, aset 

tersebut dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti 

tersebut dan hendaknya penyitaan tersebut bukanlah harta benda yang 

dipergunakan sebagai mata pencaharian terdakwa. Upaya hukum yang dapat 

dilakukan bagi terpidana apabila penyidik melampaui keweanangannya dalam 

melakukan tindakan penyitaan maka upaya hukum Praperadilan dapat dilakukan 

pada tahap penyidikan. Upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali 

dapat dilakukan apabila majelis hakim sudah menjatuhkan putusan. Upaya hukum 

Gugatan perdata dapat diajukan apabila dalam proses penyitaan diketahui bahwa 

aset-aset yang bukan instrumen maupun hasil dari tindak pidana korupsi ikut disita, 

sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi penggugat 

(tersangka). 

Kata Kunci : Penyitaan, Upaya hukum, Tindak Pidana Korupsi 


